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Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kantor Pelayanan K ekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya barang rampasan seperti
kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi
para peserta lelang sudah harus mengetahui bahwa barang rampasan tersebut tidak
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengan kata lain KPKNL melakukan
lelang dengan barang apa adanya. Dari hal tersebut, timbullah permasal ahan
terhadap lelang barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau
bukti kepemilikan yang sah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal
tersebut. Sehingga perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang
rampasan tersebut memang benar-benar dilindungi atau aman untuk pemenang
lelang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang
mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai
barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi
tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang Sitaan
sebagal barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan
Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas
suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh
dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakal untuk melakukan kejahatan.
Bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabilalelang barang rampasan
tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan seperti
STNK/BPKB, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang,
karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya proses balik nama kepada pemenang
lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihak KPKNL dan juga pihak
Kepolisian, khususnya samsat yang melakukan untuk pendaftaran kepemilikan
terhadap kendaraan bermotor dalam hal ini, bahwa pemenang |elang dapat
melakukan balik nama atau registrasi kepemilikannya dengan memenuhi
ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga adanya
perlindungan hukum terhadap pemenang |lelang barang rampasan. Disarankan
dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ulur waktu untuk segera
memproses pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, demi keamanan pemenang
lelang, dan dari pihak KPKNL agar |ebih cepat mengeluarkan Risalah Lelang,
karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang.
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